BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 640/ 388 Tarun 208

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KAJIAN KEBERATAN KEGIATAN PENGADAAN TANAH
BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM PENINGKATAN RUAS

JALAN SUGIHAN - PALUHOMBO KECAMATAN BENDOSARI
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk membantu Bupati melakukan kajian
terhadap keberatan dari masyarakat dalam
konsultasi publik terhadap Kegiatan Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum Peningkatan Ruas Jalan Sugihan -
Paluhombo Kecamatan Bendosari Kabupaten
Sukohatjo, perlu dibentuk Tim Kajian Keberatan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan
Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan untuk  Kepentingan Umum,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum
disebutkan dalam hal konsultasi publik ulang
masih terdapat keberatan atas lokasi rencana
pembangunan, Gubernur membentuk Tim Kajian
Keberatan untuk melakukan kajian atas keberatan
lokasi rencana pembangunan;
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Mengingat
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bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2013
Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur
Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
menyatakan bahwa ayat {2} Dengan
mempertimbangkan efisiensi, efektifitas, kondisi
geografis, sumber daya manusia dan pertimbangan
lainnya Gubernur mendelegasikan kewenangan
pelaksanaan tahapan persiapan pengadaan tanah
kepada Bupati/Walikota.

bahwa bherdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang
Pembentukan Tim Kajian Keberatan Kegiatan
Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Peningkatan
Ruas Jalan Sugihan - Paluhombo Kecamatan
Bendosari Kabupaten Sukoharjo;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang
Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda
Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5280);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996
tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan
dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3643);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010
tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5113};

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 156) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 148 Tahun 2015 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden
Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun
2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 18) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun
2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2013
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2017 Nomor 7);
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 - 2031
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana
telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 -
2031. (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 262).

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Kajian Keberatan Kegiatan Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Peningkatan Ruas Jalan Sugihan - Paluhombo
Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo, dengan
susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud
diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. menginventarisasi masalah yang menjadi alasan
keberatan;

b. melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak
yang keberatan; dan

c. Membuat rekomendasi diterima atau ditolaknya
keberatan;

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah melalui Daftar Pelaksanaan
Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Sukoharjo.

AN



KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 9 jau 208

BUPATI SUKOHARJO,

P E—

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
Kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;

3. Asisten Pemerintahan  Sekretaris
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

4. Asisten Perekonomian dan
Pembangunan  Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

5. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di

Sukoharjo;
6. Kepala Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten

Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Tim yang bersangkutan.
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Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : £90/ 248 ~Th+N DoiB

Tanggal 2 xulh 20 18

SUSUNAN TIM KAJIAN KEBERATAN KEGIATAN PENGADAAN TANAH
BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM PENINGKATAN
RUAS JALANSUGIHAN - PALUHOMBO KECAMATAN BENDOSARI
KABUPATEN SUKOCHARJO

JABATAN l KEDUDUKAN KETERANGAN

N
O DALAM TIM
Sekretaris Daerah Ketua Bertanggung jawab
Kabupaten Sukoharjo merangkap atas pelaksanaan
anggota kegiatan
Kepala Kantor Pertanahan Sekretaris Bertanggung jawab
Kabupaten Sukoharjo merangkap sesual bidang tugasnya
Anggota
Kepala Badan Perencanaan, Anggota Bertanggung jawab
Penelitian dan sesuai bidang tugasnya
Pengembangan Daerah

Kabupaten Sukoharjo

Kepala Bagian Hukum Anggota Bertanggung jawab
Sekretariat Daerah sesuai bidang tugasnya

Kabupaten Sukoharjo

Camat Bendosari Anggota Bertanggung jawab
Kabupaten Sukoharjo sesuai bidang tugasnya
Kepala Desa lokasi Anggota Bertanggung jawab
keberatan sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,
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WARDOYO WIJAYA



